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Abstrak

Pengurusan hak atas tanah di Kota Batam memiliki keunikan dalam proses
pengurusannya, pengurusan hak atas tanah di Kota Batam dilaksanakan oleh dua
instansi yang berwenang yaitu pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang lebih dikenal dengan BP Batam dan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Dalam proses pengurusan hak atas
tanah yang masa berlakunya telah habis diperlukannya pengajuan perpanjangan ke
instansi BP Batam melalui sistem yang diluncurkan oleh BP Batam yaitu Land
Management System (LMS) dengan syarat telah dilengkapinya persyaratan yang
telah ditentukan oleh BP Batam. Tidak sedikit masyarakat yang mengetahui
persyaratan tersebut dan dokumen-dokumen lahan yang harus dilengkapi dan hal
ini menjadi kendala bagi Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
ANLY CENGGANA, S.H. dalam mengajukan perpanjangan hak atas tanah ke
sistem BP Batam memakan waktu yang lama. Sehingga penulis menyusun proyek
ini untuk member solusi untuk memecahkan permasalahan dengan membentuk
table list data yang dapat memudahkan pengurusan bagi Kantor dan calon klien.
Dalam proses penulisan ini digunakan metode penelitian hokum empiris dengan
dilalui proses wawancara dan juga observasi langsung di Kantor dengan melihat
situasi dan kondisi lapangan. Dari hasil penulisan ini terdapat kemudahan bagi
Kantor Notaris dan PPAT ANLY CENGGANA, S.H. dan calon klien dalam
memudahkan pengurusan perpanjangan hak atas tanah di BP Batam dengan
menggunakan sistem terpadu Land Management System (LMS).

Kata Kunci : Perpanjangan, Hak Atas Tanah, Dokumen Lahan, Tabel, Data

Abstract

The management of land rights in Batam City is unique in its management
process, the management of land rights in Batam City is carried out by two
authorized agencies, namely the Batam Free Trade Zone and Free Port
Exploitation Agency, better known as BP Batam and by the National Land Agency
(BPN). ) Batam. In the process of managing land rights whose validity period has
expired, it is necessary to apply for an extension to the BP Batam agency through
a system launched by BP Batam, namely the Land Management System (LMS),
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provided that the requirements specified by BP Batam have been completed. Not a
few people are aware of these requirements and land documents that must be
completed and this is an obstacle for the Notary Office and Land Deed Making
Official (PPAT) ANLY CENGGANA, S.H. applying for an extension of land rights
to the BP Batam system takes a long time. So that the authors compile this project
to provide solutions to solve problems by forming a table list of data that can
facilitate the management of offices and prospective clients. In this writing
process, empirical legal research method is used by going through the interview
process and also direct observation in the office by looking at the situation and
conditions in the field. From the results of this writing, it is easy for the Notary
Office and PPAT ANLY CENGGANA, S.H. and prospective clients in facilitating
the management of extension of land rights in BP Batam by using an integrated

Land Management System (LMS).

Keywords: Extensions, Land Rights, Land Documents, Tables, Data

Pendahuluan

Kota Batam adalah kota terunik
yang berasal dari Kepulauan Riau,
kota yang berkesan dan terkenal
dengan kawasan industri yang pesat
bahkan disekitar ~Kota Batam
terdapat pulau-pulau kecil yang
disambung oleh simbol wisata Kota
Batam yakni Jembatan Barelang dan
juga Kota ini juga menjadi jalur
lintas pelayaran internasional yang
mana Batam sangat strategis
lokasinya dengan Malaysia dan
Singapore.  Dengan  dikenalnya
Batam sebagai kawasan industrinya,
kota ini juga dikenal dengan
pemerintahannya yang dipegang oleh
2 (dua) instansi yaitu Pemerintahan
Kota Batam atau dikenal dengan
Pemko Batam dan dipegang oleh
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam atau BP Batam.

Pengurusan perolehan hak atas
tanah, perizinan pengelolaan lahan
maupun perpanjangan hak atas tanah
di Kota Batam dipegang oleh 2 (dua)
instansi yang berwenang yaitu BP
Batam dan Badan Pertanahan
Nasional Batam (BPN) Batam.
Dalam proses pengurusannya tahap
perizinan diproses terlebih dahulu
oleh BP Batam yang kemudian
pengurusan setelahnya dipegang oleh
BPN Batam. Proses pengajuan
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permohonan perolehan hak atas
tanah, perizinan lahan maupun
perpanjangan sejak 01 Oktober 2019
BP Batam memudahkan pengurusan
dengan meluncurkan program online
yang dapat mempermudah
masyarakat dalam pengajuan
permohonan  tanpa  melakukan
pengajuan  permohonan  secara
manual yang terbilang dapat
memakan waktu. Program online
yang diluncurkan dikenal dengan
Land Management System (LMS)
dengan diluncurkan system ini
diharapkan  pengurusannya tidak
memakan  waktu yang lama
(Ramdhani, n.d.).

Secara khusus dalam
pembahasan ini, biasnya hak atas
tanah yang ada di Kota Batam
seluruhnya memiliki jangka waktu
penggunaan hak atas tanah yang
mana tanah yang ada di Kota Batam
memiliki hak pengelolaan yang
bersifat Hak Guna Bangunan (HGB)
yang mana hak tersebut memiliki
jangka waktu tertentu dan apabila
masa jangka waktu atas hak tersebut
telah habis maka diperlukannya
perpanjangan atas hak tersebut (Urip
Santoso, 2010). Hak atas tanah di
Kota Batam dikenal dengan Uang
Wajib Tahunan Otorita (UWTO)
(Riau, n.d.), kebijakan ini telah diatur
oleh BP Batam dalam Peraturan
Kepala BP Batam Nomor 3 Tahun



2020 tentang  Penyelenggaraan
Pengelolaan Lahan dengan adanya
PERKA ini bertujuan meningkatkan

pembangunan daya saing Kota
Batam serta infarstruktur dan fasilitas
public.

Hadirnya aplikasi system online
ini mempermudah pengurusan oleh
Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Anly Cenggana,
S.H. yang sebagai jasa pengurusan
perizinan lahan seperti perpanjangan
hak atas tanah, namun yang menjadi
kendala dan permasalahan dalam
pengurusan perpanjangan adalah
bahwa masyarakat belum dapat
memenuhi persyaratan pengurusan
seperti  kurang awam  dengan
dokumen-dokumen lahan sehingga
Kantor Notaris dan PPAT menjadi
terkendala dalam proses pengajuan
permohonan dan menjadikan
pengurusan terhambat dan memakan
waktu.

Tujuan permasalahan ini
diangkat menjadi sebuah penulisan
yaitu dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat, kantor Notaris
dan PPAT maupun calon klien
mengenai pentingnya pemahaman
persyaratan maupun prosedur
pengurusan perpanjangan hak atas
tanah seperti  dokumen-dokumen
lahan yang menjadi salah satu syarat
pengajuan perpanjangan hak atas
tanah guna meminimalisir kendala
dikemudian hari. Manfaat dari
adanya penulisan ini yakni penulis
berharap dengan adanya bantuan
table list data yang didalamnya
dirincikan  persyaratan  dokumen
yang diperlukan untuk permohonan
menjadikan kemudahan bagi kedua
belah  pihak dalam  mengurus
pepanjangan hak atas tanah.
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Metode

Metode yang digunakan
dalam proses penulisan ini Yyaitu
menggunakan metode penelitian

hukum empiris yang mana metode
penelitian merupakan salah satu cara
yang dapat membantu menggugah
suatu  masalah  ataupun  cata
mengembangkan ilmu pengetahuan
dengan metode ilmiah sehingga data
tersebut menjadi valid dengan tujuan
dapat dikembangkan dan menjadi
pengetahuan tertentu (Jonaedi &
Johnny, 2016). Dengan metode ini
dapat membantu penulis menggugah,
mengkaji serta mengobservasi secara
langsung permasalahan apa yang
terjadi dan solusi apa yang
dibutuhkan oleh Kantor Notaris dan
PPAT Anly Cenggana, S.H. unuk
mendukung kelengkapan rancangan
penulisan ini. Penulis  juga
menggunakan  data-data  primer
dengan perpaduan data-data
sekunder yang dapat memenuhi
kajian permasalahan di Kantor.

Pembahasan

Permasalahan yang terjadi
dalam proses pengajuan
perpanjangan hak atas tanah di
Kantor Notaris dan PPAT Anly
Cenggana, S.H. terkait kelengkapan
proses  kelengkapan  persyaratan
menjadi hambatan bagi kantor untuk
mengajukan perpanjangannya ke BP
Batam, kurangnya  persyaratan
mempengaruhi  waktu pengurusan
dan menjadikan Dberkas tertahan
sangat lama apabila berkas telah
diterima oleh Kantor dan
menimbulkan keresahan klien
maupun kantor. Sehingga
kelengkapan dokumen-dokumen
lahan  sangat diperlukan  dan
pemahaman mengenai  dokumen



lahan juga penting guna pengurusan
dikemudian hari. Proses penyelesaian
pemasalahan atau kendala ini diawali
dengan mengobservasi kendala yang
dialami dan mewawancarai beberapa
pihak yang berkepentingan guna
mencari solusi untuk mendapatkan
informasi yang akurat dan dengan itu
dapat membantu penulis
merancangkan suatu solusi seperti
table list data untuk klien maupun
Kantor Notaris dan PPAT (Qamar
Nurul, 2017).

Hasil dari rancanan luaran
yang telah dilalui dengan proses
observasi maupun wawancara telah
menghasilkan sebuah table list data
yang berisi persyaratan kelengkapan
dokumen lahan  yang  perlu
dilengkapi dan pengurusan biaya dan
sebagainya yang mana table list data
tersebut dibentuk dalam 2 tipe, tipe
pertama adalah pengurusan yang
diajukan  oleh  pribadi  dengan
jaminan bank ataupun tanpa jaminan
bank, seperti dibawah ini :

No. Dokumen v Ket.

1.1 Table

(Gambar List Data
pengurusan khusus

pribadi/perseorangan yang berisi
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syarat-syarat dokumen pengurusan
perpanjangan hak atas tanah.)

Tipe kedua adalah pengurusan yang
diajukan  oleh  perusahaan/badan
hokum yang merupakan jaminan
bank atau tanpa jaminan bank,
seperti dibawabh ini :

UWTO 30 Tha

Y
9 | seeaprL

3
2

1.2 Table
pengurusan khusus perusahaan yang

(Gambar list data
berisi syarat-syarat dokumen
pengurusan perpanjangan hak atas

tanah.)

Dengan table list data ini,
staff Kantor Notaris dan PPAT Anly
Cenggana, S.H. akan melalui tahapan
proses  seperti  konsultasi  dan
pembahasan mengenai  dokumen
lahan  yang diperlukan  untuk
pengajuan perpanjangan hak atas
tanah, sehingga kedua belah pihak
saling memahami dokumen lahan
yang diperlukan maupun yang telah
ada, tahapan tersebut seperti dibawah
ini:



KONSULTASI

PPEMBAHASAN PROSEDUR DAN SYARAT
PENYERAHAN TANDA TERIMA ‘PENGURUSAN

PERHITUNGAN TARIFF FAKTUR UWTO,

PENGISIAN FORMULIR TABLE .,
LIST DATA UENDHDANTAJI:I;; PENGURUSAN

PENGECEKAN BERKAS

PERMOHONAN KESEPAKATAN

(Gambar 1.3 Struktur tahapan
pengurusan perpanjangan ha katas
tanah.)

Terdapat  kesulitan  dari
pelaksanaan kegiatan ini yaitu klien
masih sulit untuk melengkapi data
tersebut dikarenakan kurang
pahamnya bentuk dari dokumen
lahan yang diminta untuk
kelengkapan syarat pengurusan,
dokumenn lahan hilang/rusak dan
dokumen bermasalah. Dan dalam
proses rancangan luaran tidak terjadi
kendala yang signifikan.

Simpulan

Perpanjangan hak atas tanah
yang ada di BP Batam dikenal
dengan Uang Wajib Tahunan Otorita
(UWTO) dengan adanya
perpanjangan hak atas tanah ini BP
Batam meluncurkan suatu aplikasi
online yang memudahkan
pengurusan perpanjangan, aplikasi
tersebut bernama Land Management
System (LMS). Pengajuan
perpanjangan hak atas tanah yang
melalui Kantor Notaris dan PPAT
Anly Cenggana, S.H. dengan klien
membutuhkan kelengkapan
persyaratan dokumen lahan guna
perpanjangan hak atas tanah yang

dimohonkan ke aplikasi online.
Munculnya  permasalahan  yang
dialami oleh keduabelah pihak
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menjadikan hambatan proses
perpanjangan hak atas tanah tersebut.

Hasil dari  penulisan  dan
kegiatan ini membuahkan hasil yang
cukup baik dalam membangun solusi
permasalahan yang dialami oleh
Kantor Notaris dan PPAT Anly
Cenggana, S.H. dan juga klien yang
mengurus perpanjangan di kantor

dengan proses konsultasi dan
penjelasan dengan table list data
sehingga dapat memudahkan

permasalahan yang dialami kedua
belah pihak dan dengan mudah
pengurusan  perpanjangan  dapat
dijalani dan diajukan ke instansi BP
Batam. Dengan penulisan ini, penulis
berharap dengan adanya table list
data tersebut dapat membantu
memberikan solusi terhadap kendala
yang dialami oleh keduabelah pihak
dan dapat memberikan informasi
persyaratan pengurusan
perpanjangan hak atas tanah di BP
Batam dengan aplikasi online.

Ucapan Terimakasih

Pada penulisan ini saya
mengucapkan terimakasih kepada
para dosen dan dosen pembimbing,
telah memberikan kesempatan untuk

memberikan  penugasan  artikel
sehingga penulis memiliki
kesempatan ~ untuk  memberikan

informasi terkait topic permasalahan
yang diangkat menjadi penulisan dan
penulis berterimakasih kepada orang
tua, rekan dan juga yang paling
utama adalah Tuhan yang Maha Esa
yang mana  mereka  adalah
pendukung saya dalam penulisan ini.
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